
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 
Salinan 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEOORO 
NOMOR 9 TAHUN 2013 

TENTANG 

PENGELOLAAN PASAR DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOJONEGORO, 

Mcnimbang: a. bahwa pasar merupakan salah satu entitas ckonomi stratcgis 

yang dapat mendinamisasi dan mcngaksclerasi pcrccpatan 

pertumbuhan ekonomi perdagangan di daerah khususnya di 

Kabupatcn Bojoncgoro; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pcndapal1:.tn PD. Pa8ar 

Kabupatcn Bojoncgoro scbagai salah salu Sadan Usaha Milik 

Daerah yang berperan bagi pemasukan Pcndapatan Asli 

Dacrah Kabupaten Bojonegoro, maka perlu meninjau dan 

melakukan penyesuaia n terhadap Pcraturan Daerah 

Kabupatcn Bojoncgoro Nomor l Ta.bun 2005 lentang 

Pengurusan Pasar di Kabupatcn Bojoncgoro; 

c. bahwa berdasarkan perlimbangan scbagaimana dimaksud 

dalam hurur a dan hurur b, perlu menetapkan Peraturan 

Dacrah tcntang Pcngclolaan Pasar Daerah; 

Mcngingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tohun 1950 tcntang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupatcn/ Kola Dalam Lingkungan Provinsi 

Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tcntang Perusahaan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.bun 1962 

Nomor 10, Tombnhan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 238); 
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5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaman 

Negara yang Bersih dan &:bas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembo.ran Negara Rcpublik Indonesia 

Nomor 3851 ); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pemerintahan 

Oacrah (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor l25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) scbagaimana telah diubah y-Ang kedua kalinya 

dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tanun 2008 omor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat clan Pemerintahan Dacrah 

(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lcmbatan Negara Republik lndone8ia Numor 4438), 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Pcraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 201 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Rcpublik Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengclolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

NeRara Rcpublik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemcrintah Nomor 79 Tohun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005. Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

l l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengclolaan Barang Milik Ncgara/Daernh (Lcmbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4609) 

sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2008 (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Nomor 4855); 
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12. Peraturan Pemerintah 1 Tahun 2008 tentang lnvestasi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 

Indonesia Nomor 4812); 

13. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pcngelolann Kcuangan Dacrah scbagaimana 

telah diubah yang kedua kalinya dcngan Peraturan Mentcri 

Dalam Ncgeri Nomor 21 Tahun 20 I l ; 

14. Pcraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor I 7 Tahun 2007 

tentang Pcdoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

15. Pera tu ran Men teri Dalam Negcri Nomor 53 Tahun 20 l l 

tentang Pcmbentukan Prociuk Hukum Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 20 Tahun 2012 

tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojoncgoro Nomor 30 Tahun 

2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pu~a1 

Kabupaten Bojoncgoro (Lembaran Dacrah Kabupatcn 

Bojonegoro Tahun 2003 Nomor 30); 

18. Pcraturan Daerah Kabupacen Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 

lentang Urusan Pcmcrintahan Dacrah Kabupatcn Bojonegoro 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 

Nomor 2); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojoncgoro Nomor 3 Tahun 2008 

tcntang Pokok-Pokok Pengclolaan Kcuangan Daeroh 

Kabupaten Bojoncgoro (Lembaran Dacrah Knbupatcn 

BoJonegoro Tahun 2008 Nomor 3); 

Dengan Persctujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEOORO 

dan 

Menetapkan 

BUPATIBOJONEGORO 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR 
OAERAH. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PasaJ l 

Dalam Peraturan Oaerah ini yang dimaksud dengan : 

l . Daerah adalah Kabupatcn Bojonegoro. 

2. Pemcrintah Daerah adalah Pemerimah Kabupatcn Bojoncgoro, yaitu Bupati 

dan Pcrangkat Dacrah sebagai pcnyelenggara Pemerintahan Oaerah. 

3. Rupoti adalah Bupati Oojonegoro. 

4. Dewan PcrwaJ<llan Rakyat Daerah yang selanjutnya d1scbut DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Docrah Kabupatcn Bojonegoro. 

5. Pcrusahaan Dacrah Pasar yang selanjutnya disebut PD. Pasar adalah 

Pcrusahaan Oaeroh Pasnr Kabupaten Bojonc:goro 

6. Direksi adalah Direksi Pcrusahaan Dacrah Pasar Kabupaten Bojoncgoro. 

7. Pengclolaan Pasar Oacrah adalah penataan pasar Oaerah yang melipull 

percncanaan, pclaksannan dan pengcndalian pasar Dacrah dolam rangka 

pcngurusan dan pengembangan pasar Daerah. 

8. Pasar Daerah yang selanjutnyn discbut pasar odalah tempat pertemuon 

antara penjual dan pembcli barang maupun jasa, yang dimiliki oleh 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang kemudian didirikan dan dikclola 

oleh Perusahaan Daerah Pasar Kabupatcn Bojonegoro. 

9. Pusat Pcrbelanjaan adalah pasar yang diselenggamkan pada gedung terrucup 

terrns:1suk toko scrba ada, supcrmarket/minimarkct, swalayan dan scjenisnya. 

10. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas juaJ beli 

barang da.n/atau Jasa di pasar. 

11. Pcmakai Tempat Usaha adalah Orang at.au Badan Usaha yang 

menggunakan tempat usaha di pasar secara tetap 1:Hau tidak tctap baik 

untuk memperdagangkan barang dan/ataujasa dari pemilik pasar. 

12. Tempat Usaha adalah tempat di dalarn pasar yang digunakan untuk 

mdakukw1 kq~iatan perdagangan barang don/ntnujasa. 

13. Badan adalah sckumpulan orang atau modal yang mcrupakan kesatuan, 

bnik yang melakukan usaha maupun tidak mcla kukan usaha yang mcliputi 

pcrseroan terbatas, perseroaan komandiLcr, perseroan lainnya, badan 

usaha milik Negara at.au daerah dengan dan dalam bentuk apapun, 

persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi. yayasan atau 

organisasi yang sejenis, lcmbaga, dana pcnsiun, bentuk usaha tctap serta 

bentuk bada.n usaha lainnya. 
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14. Surat lzin Pemakaian Tempat Usaha adalah izin tertulis dari Dircksi atas 

pemakaian tempat usaha di pasar. 

15. Tarif Pasar adalah tarif yang ditetapkan oleh Perusahaan Oaerah Pasar 

Kabupaten Bojoncgoro sebagai timbal balik jasa yang diberikan dan wajib 

dipenuhi oleh pcdagang yang menggunakan pasar daerah atau fasilitas 

perpasaron milik Perusahaan Daerah Pasar Kabupatcn Bojonegoro. 

16. Toko adaJah bangunan permanen yang antara satu dengan lainnya 

dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai kc langit

langit/ pcnutup o.to.s, don setia p petak dilenglrnpi ciPngAn pintu , yang 

dipergunakan untuk berjualan barang dan/ atau jasa sccara langsung dan 

hanya tcrdiri dari 1 (satu) penjual. 

17. Bedak adaJah bangunan tetap, bcratap, dilcngkapi dinding penuh sampai 

atap di sisi belukang dan antara tcmpat dasaron disekat dcngan dinding 

rendah scbagai pemisah dan dipergunakan untulc bcrjualan. 

18. Los adalah bangunan tetap, bcratap memanjang tanpa dinding yang 

penggunaannya terbag1 dala m petak-pecak don dipcrgunukun umuk 

berjualan. 

19. Pelataran adalah lahan di area pasar scloin toko, bedak dan los sebagai 

cempat berjualan, bongkar muat, dan kegiatan insidcntial lainnya yang 

bcrada di area pasar. 

20. Arca Pasar adalah area yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh PD. Pasar 

berupa pasar bcscrta fasi litas pcnunjang dalam radius 200 meter. 

21. Fasilitas Penunjang adalah prasarana dun sarana yang langsung atau tidak 

langsung mendukung kegiatan pasar yang bcrada di area pasar berupa 

jaJan, pcrtokoan, perkantoran dan hotel. 

BAB II 
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

PasaJ 2 

Tujuan pengelolaan pasar adalah : 

a . Menciptakan pasar dacrah yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat; 

b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 

c. Memberikan pcrlindungon terhadap keberndaan pasar; 

d. Memberdayakan potensi ckonomi loka l; 

e . Memberdayakan pasar agar mampu bcrkcmbang, bcrsaing, tangguh, maju, 

dan mandm; dan 

f. Mcningkatkan pcrtumbuhan ekonomi dacrah. 
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Pasal3 

Ruang lingkup pcngaturnn pcngclolaan pasru- dnlam Pc:raturan Oaerah ini 

adalah meliputi pcngelolaan pasar yang dimiliki oleh pcmcrintah dacrah yang 

dibangun dan/atau dikclola oleh PD. Pasar. 

BAB II 
MANAJEMEN PENGELOLAAN PASAR 

Bagi an Kcso Lu 
Perencanaan 

Pasal4 

(I) Bupati melalui Direksi melakukan perencanaan pengclolaan pasar. 

(2) Perencanaan pcngelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

meliputi perencanaan ftsik dan perencanaan non ftsik. 

Pasal 5 

(1) Pcrencanaan fisik sebagaimano dimaksud dalum Pasal 4 oyat (2) meliputi: 

a. pcnentuan lokasi; 

b. pcnyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan 

c. sarana pcndukung. 

(2) Perencanaan ftsik sebagaimana dunaksud pada ayat (1) berlaku untuk 

pembangunan pasar bui u. 

(3) Perencanaan ftsik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan 

huruf c berloku untuk rchabihtasi dan pcnataan pasar lama. 

Pasal6 

Penentuan lokasi sebagaimona dimaksud dalam Pasa.l 5 ayat ( 1) huruf a antara 

lain: 

a. mengacu pado RTRW Oaerah; 

b. dekat dengan pusat kcgiatan ekonomi masyarakat; dan 

c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang mcnghubungkan ibukota 

kabupaten dan ibukota kecamat.an dengan lokasi pasar baru yang akan 

dibangun. 
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Pasal 7 

Fa:;iliuus bungu11an dan tata letak pasar scbagaimana dimaksud dolam PasaJ 5 

ayat (1) huruf b antara lain: 

a. bangunan toko/kios/los dibuac dengan ukuran st.andar ruang tertcntu; 

b. pctak atau blok dengan akses jalan pengunjung kc scgala arah; 

c. pencahayaan dan sirkuJasi udara yang cukup; 

d. pcnataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan 

e. bentuk bangunan pasar tradisiona l sclaras dengan karaktcristik budaya 

dacrah. 

Pasa18 

Surana pendukung sebagaimana dimaksud dnlnm Pasal 5 ayat (1) hunif c, 

antara lain: 

a. kantor pcngclola; 

b. areal parkir; 

c. tempal pcmbuangan sampah scmcntara/sarana pcngelolaan sampah; 

d. air bcrsih; 

e. sanitasi/ drainase; 

r. tempat ibadah; 

g. toilet umum; 

h. pos keamanan; 

i . tempat pengelolaan limbah/ lnstalasi Pengclolaan Air L,imbah; 

J. hidran da n fasilit.as pemadam kebakaran; 

k. pemeraan; 

I. sarana komunikasi; dan 

m. area bongkar muat dagongnn. 

Pasal9 

( l) Pcrcnc1:1.nuan non lisik sebagaimana dimaksud dolam Po.sal 4 ayal (2) 

u ntuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar 

opcrasional dan prosedur yang ditetapkan. 

(2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (I ), 

meliputj: 

a. sistem penarikan retribusi; 

b. sistem kcamanan dan ketertiban; 

c. sislem kebersihan dan penanganan sampah; 

d. sistem perparkiran; 
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e. sistem pemeliharaan sarana pasar; 

f. Sistem drainase dan pcngclolaan limbah; 

g. sistem penteraan; dan 

h. sislcm penanggulangan kebakaran. 

(3) Mekanisme penerapan Standar Operasional Prosedur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur lcbih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 10 

( 1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (2) disusun dalam Renbis PD. Pasar sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Rcncana fisik dan non fisik scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 

dijabarkan ke dalam Renbis PD. Pasar sebagai landasan penyusunan 

rancangan AKP. 

Bagian Kcdua 
Kelembagaan 

Pasal 11 

( 1) Bupati menetapkan struktur organisasi pengelola pasar dengan 

Kepurusan Bupati atas usulan Direksi. 

(2) Struktur organisasi pcngclola pasar sebagaimana dimaksud pade ayat (I) 

paling sedlkit terdiri dart: 

a. Direksi; 

b. Badan Pengawas; dan 

c. pcjabat teknis lainnya scsuai kebutuhan. 

(3) Sadan Pcngawas diangkat olch Bupati dan ditctopkan dengan Kcputusan 

Bupati. 

(4) Bupati mengangkat direksi dengan Kcputusan Bupati bcrdasarkan usulan 

Badan Pengawas. 

Bagian Ketiga 
Persyaratan Pcmakai Tempat Usaha 

Pasal 12 

Persyaratan pcmakaian tempat usaha, antara lain: 

a. pcdagang yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki SIPTU; dan 
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b. pedagang yang memiliki SIPTU dilarang mengalihkan kepada pihak lain 

tanpn seizin Dircksi. 

Bagian Kccmpat 
Penempatan Peda~ang 

Paragraf I 
Wewenang Pcmberian Surat lzin Pemakaian Tempat Usaha 

Pasal 13 

(1) Pedagang yang akan mcnggunakan Toko, Bcdak, Los untuk berdagang 

wajib terlcbih dahulu memiliki Surat lzin Pemakaian Tempat Usaha yang 

diterbitkan oleh Dircksi. 

(2) Surat lzin Pemakaian Tcmpat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 

dapat dipindahtangankan dan/alOu dijruninkan sebagai agunan dengan 

izin Lcrtulis Direksi. 

(3) Dalam menerbitkan Surat lzin Pcmakaian Tempat Usaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) Direksi menctapkan kewajiban dan larangan yang 

harus ditaati oleh Pemegang Surat lzin Pemakaian Tempat Usaha. 

Paragraf2 
Tata Cara Pcrmohonan Surat tzin Tempal Usaha 

Pasal 14 

(1) Untuk mendapatkan Surat lzin Pcmakaian Tempat Usaha sebagaimana 

dimaksud dalam PasaJ 12 ayat (1) pemohon harus mengajukan 

permohonan secara terrutis kcpada Direksi. 

(2) Permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (l} berisi: 

a. nama pemohon; 

b. aJamat pemohon; 

c. identitas resmi pemohon; 

d. kcwarganegaraan pcmohon: 

e. luas dan lokasi tempat usaha yang dimohon; 

f. jenis baning atau jasa yang akan dipcrdagangka n. 

(3) Direksi dapat mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayaL ( 1 ). 

(4) DaJam hat pennohonan dikabulkan, maka kcpada pemohon diberikan 

Surat lzin Pemakaian Tempat Usaha. 

(5) Oalam hat permohonan ditolak, maka penolakan ini diberitahukan secara 

tertulis dengan menyebutkan aJasan-aJasannya. 
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(6) Ketentuan lebih lanjut mengcnai Lala cara pcrmohonan Surat lzin 

Pcmakaian Tempat Usaha diatur lebih lanjuL oleh Direksi. 

Paragraf 3 
Masa Berlakunya Surat lzin Pemakaian Tcmpat Usaha 

Pasal 15 

(1) Surat lzin Pemakaian Tcmpat Usaha berlaku sclama Pcdagang masih 

memanfaatkan Toko, Bedak dan Los untuk melakukan kegiatan usaha, 

dcngan kewajibanmclakukan daftar ulang/ hcrrcgistrasi scsuai kctcntuan 

yang ditet.apkan oleh Direksi. 

(2) Dalam hal Pemegang berrnaksud akan melakukan daftar ulang Surat lzin 

Pemakaian Tcmpat Usaha maka paling lambat 1 (satu) bulan sebelum 

berakhimya Surat lzin Pcmakaian Tempat Usaha harus sudah 

mengajukan pcnnohonan kcpada Dircksi. 

(3) Kctcntuan mcngcnai daftar ulang/ herregistrasi Surat lzin Pemakaian 

Tcmpat Usaha diatur lebih lanjut oleh Direksi. 

Paragraf 4 
Pencabutan Surat lzin Pemakaian 1'empat Usaha 

Pasal 16 

(l) Pencabutan Su.rat lzin Pemakaian Tempat Usaha karena: 

a. tidak melakukan da ftar ulang / herregistrasi Surat lzin Pemakaian 

Tempat Usaha; 

b. diperoleh secara tidak sah; 

c. melanggar kctcnluan-kctcntuan yang diatur dalam Pcraturan Dacrah 

ini atau kewajiban dan/atau larangan yang ditecapkan oleh Direksi 

dalam Surat lzin Pemakaian Tempat Usaha; 

d. tidak menjalankan kegiatan usahanya secara berturut-turut lcbih dari 

90 (sembilan puluhl hari tanpa memberitahukan sccara tertulis 

kcpada Dircksi; 

e. tempal usaha dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepcntingan 

pembangunan atau kepentingan umum; 

f. tempat usohanya digunakan untuk kcgiatan yang bertentangan 

dengan kesusilaan, ketertiban umum atau kelestarian lingkungan 

hid up; 

g. tempat usahanya digunakan umuk gudang atau menyimpan barang; 

h . Pernilik meninggal dunia; 

1. Dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengct.ahuan/izin Dircklur. 



(2) Pencabutan Surat lzin Pemakajan Tempat Usaha sebagajmana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan setclah dibcrikan pcringatan secam tertulis 

kepada Pcmegang dengan menyebutkan alasan-alasannya. 

(3) Dalam haJ Lerjadi pcncabutan Surnl lzin Pcmakaian Tcmpat Usaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemegang dalam waktu 

selambat-lambatnya 14 (empat bclas) hari sctclah pcncabutan, wajib 

segera mengosongkan dan menyerahkan tempat usahanya kepada 

Direksi. 

(4) Dalam hal sampaj batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Pemegang masih belum juga melaksanakan kewajibannya, 

maka Direksi berhak untuk memerintahkan dilakukannya pengosongan 

secara pa ksa. 

Bagian Kelima 
Pengembangan Pa.sar 

Pasal 17 

(1) PD. Pasar dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk 

pengembangan pasar baru, rchabililasi pasar lama, dan pcngelolaan 

pasar. 

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus sating 

menguntungkan dan memberikan konlribusi kepada Pemerinlah Daerah. 

(3) Kcrjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah 

Ouna, dan Kerja Sama Pemanfaatan lainnya. 

(4) Kcrjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kecnam 
K.Jasifikasi Pasar. Tipe Kios. Pengaturan Los 

dan Tempal Dasaran DalamPasar 

Pasal 18 

Klasiflkasi pasar daerah ditetapkan oleh Direksi bcrdasarkan: 

a. sifat kegiatan dan jenis dagangan; 

b. ruang lingkup pelayanan; 

c. tingkat potensi; dan 

d. waktu kegiatan pasar. 
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Pasal 19 

(I) Pasar daera h berdasarkan sifat kegiatan dan jenis dagangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri dari : 

a. Pasar Induk; 

b. Pasar Grosir; 

c. Pasar Eceran; 

e. Pasar Khusus. 

(2) Pasar doerah berdasarkan ruang lingkup pelayanan sebagaimana 

dimuksud d1:dam Pc1~al 18 huruf b tcrdiri dari : 

a. Pasar Regional; 

b. Pasar Kota; 

c. Pasar Wilayah; 

d . Pasar Lingkungan. 

(3) Pasar daerah berdasarkan tingkal potcnsi sebagaimana dirnaksud dalam 

Pasal 18 huruf c terdiri dari : 

a. Potensi pasar klas I; 

b. Potensi pasar klas II; 

c. Polcnsi pasar klas Ill. 

(4) Pasar daerah berdasarkan waktu kegiatan sebagaimana dimaksud daJam 

Pasal 18 huruf d terdiri dari : 

a. Pasar Siang; 

b. Pasar Malam; 

c. Pasar Siang Malam. 

(5) Kctentuan lebih lanjuL me11genai kJ1:1sifikusi pasar sebagaimana dimaksud 

pada ayac (1) dan ayat (2) ditctapkan dengan Keputusan Bupati atas usul 
Direksi. 

(6) Kctentuan lebih lanjut mengcnai klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Kcputusan Dircksi. 

Bagian Ketujuh 

Pemanfaatan Bangunan Pasar dan Fasilitas Pasar 

Pasul 20 

(1) Fasilitas pasar tcrdiri dari bangunan pasar dan fasilitas pasar lainnya. 

(2) Bangunan Posar scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tcrdiri dari : 

a. toko; 

b. bedak; 

c. los. 
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(3) Fasilitas pasar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayal (1) tcrdiri dari: 

a. Pelataran di dalam dan di luar pasar; 

b. masjid/ mushola; 

c. tcmpat parkir kendaraan; 

d. tempat penitipan kendaraan; 

c. tempat bongkar muat; 

f. tempat promosi; 

g. sclasar; 

h. tcmpat pcmasangan rckJa.mc; 

i.tempat hewan cemak; 

j.jalan lingkungan; 

k. penerangan pasar; 

l.kamar mandi/ we; 

m. alat pemadam kebakaran; 

n. pcnycdiaan air bersih; 

o. lcmpal penampungan sampah; 

p. pos keamanan. 

Passi 21 

Dalam mclaksanakan pengelolaan pasar, Direksi diberikan wewenang untuk 

menctapkan: 

a. Memberikan rckomcndasi pcnct.apan tcmpat-tcmpat scbagai pasar; 

b. Pembagian tempat dalam pasar; 

c. Jam buka Lutup pasar; 

d. Balas ,vilayah pasar; 

e. Hak pemakaian tempat usaha; 

f. Jumlah kcpcmilika n hak pemakaian tempat usaha; 

g. Pcrpanjangan hak pemokaian tcmpnt usaha; 

h. Penggunaan area dan bangunan pasar; 

1. Jcnis dan pemanfaatan fasilitas penunjang; 

j. Perubahan tata ruang dan desain pcruntukan tcmpat daJam area pasar; 

k. Perombakan, penambahan perubahan bentuk Lempat usaha, perluasan dan 

perubahan peruntukan tcmpat usaha dalam area pasar; 

I. MengalUr dan mcngclola pcrpakiran, bongkar muat barang dagangan, 

penyediaan tempat rekJame yang berada dalam bacas wilayah pasar. 
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Bagian Kedelapan 
Tarif Layanan Pasar 

Pasal 22 

(l) Jcnis dan besaran larif layanan di pasor daerah ditetapkan oleh Oircksi 

berdasarkan kctcntuan Peraturan Perundang-undangan yang bcrlaku. 

(2) Penct.apan jenis dan besaran tarif layanan scbagaimano dimaksud pada 

ayat (1) harus mendapalkan persctuj uan dari Bupati. 

(3) Penetapan jcnis dan besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( I) diberitahukan kepada DPRD. 

Pasal 23 

(1) Jc:nis clan besaran tarif layanan sebagaimana dimoksud dnJam Pasal 22, 

dapat dilakukan pcnycsuaian secara periodik. 

(2) Dalam rangka penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi 

mclakukan cvaluasi jenis dan bcsaran tarif layanan di pasar mcngacu 

pada indeks harga dan perkcmbangan pcrekonomian yang ada. 

Bagian Kesem bilan 
Kewajiban dan Larangan Pedagang 

PasaJ 24 

(I) Para Pedagang wajib : 

a. mcnjaga keamanan dan ketertiban tempal usaha, menempalkan dan 

meyusun barang dagangan bcscr ta inventarisnya dcngan tcratur. 

schingga tidak menggangu laJu lintas orang dan barang; 

b. memelihara kcbcrsihan tern pat dan barang dagangan; 

c. mcmenuhi kewajiban atas pembayaran sesuai tarif layanan pasar 

daerah cepal pada waktu nya berdasarkan kctcntuan yang berlaku; 

d. mencegah kemungkinan limbulnya bahaya kebakaran di tempat 

usaha masing-masing dan di area pasar; 

e. mematuhi wakLu kegiatan pa.sar; 

f. melaksanakan kcwajiban lain yang ditetapkan oleh Direksi. 

(2) Para Pcdagang dilarang: 

a. bertempat tinggaJ, berada atau tidur di pasar diluar waktu kcgiatan 

pasar kecuaJi apabila Dircksi mcnctapkan secara khusus atas fungsi 

pasar/ lokasi dimaksud scbngai lokasi Ruko (Rumah Toko); 

b. memindahkan hak pakai tanpa izin; 
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c. menggunakan tempat usaha diluar kctcntuan yang telah ditetapkan 

tanpa izin; 

d. merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usahanya 

tanpa izin; 

e. mengubah jcnis jualan yang bcrlcntangan dcngan persyaratan yang 

tclah ditctapkan tanpa izin; 

f. mcngadakan pcnyambungan aliran listrik, gas, air dan tclcpon tanpa 

izin; 

g. menelont.orkan tempat berjuoJan sehinggo menggnnggu kerrunninn, 

keamanan, ketertiban, dan pendapatan pasar; 

h. membawa atau menyimpan kendaraan di lorong-lorong pasar; 

i.melakukan praktek rencenir di dalam pasar; 

j.mengoLori, mcrusak tempal atau bangunan dan barang invcntaris; 

k. melakukan perbuatan asusila di daJam pasar; dan 

l.melakukan pcrjudian, menyalahgunakan narkoba dan minum-minuman 

beralkohol, melakukan kegiatan atau perbuatan lain yang 

mengganggu keamanan dan ketertiban umum didalam pasar. 

Bagian Kesepuluh 
Pembinaan Pedagang 

Pasal 25 

( 1) Oireksi berkewajiban melakukan pembinaan teknis, administn1si dan 

kuangan lerhadap para pedagang di pasar. 

(2) Pembinaan pedagang pasar sebagaimana dimaksud pada ayal (I) meliputi: 

a. sosialisasi kebijakan pengelolaan pasar; 

b. memfasilitasi kerjasama wadah para pedagang dalam kcmilraan 

dengan pihak lain, baik pada upaya ketersectiaan akses permodalan 

maupun kctcrscdiaan komoditas barang yang dijual di pasar; 

c. koordinasi pcngclolaan pasar; 

d. memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen oleh 

para pcdagang baik mcngcnai kualitas produk, higicnitas, takaran, 

kemasan, penyajian/penataan barang dalam pemanfaatan fasilitas; 

e. memfasilitasi peningkatan kualitas sumbcr daya manusia pedagang 

baik melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; 

f. memfasilitasi pemberian krcdit bagi pedagang bekerjasarna dengan 

lembaga keuangan. 

g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pasar 
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(3) Ketencuan lebih lanjut mengenai pembinaan pa ra pedagang pasar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaLUr dengan Peraturan Direksi. 

Bagian Kcscbclas 

Pengenda lian dan Eva luasi 

Pasal 26 

(1) Bupati melalui Oireksi melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan 

pasar. 

(2) Pcngcndalian dan Evaluasi scbagaimana dimaksud padn aynt ( l) 

dila kukan terhadap : 

a . kc bija kan pcngelolaan pasar ; 

b. pcngclola dan pcdagang; 

c. pendapacan dan belanja pengelolaan pasar; dan 

d. saran a dan prasaran pasar. 

Bagian Keduabelas 

Pengawasan 

Pasal 27 

Pengawasan terhada p pelaksanaan pengelolaan pasar dilakukan oleh Sadan 

Pengawas sesuai dengan Peracuran Perunda ng-undangan yang berlaku. 

BAB Ill 

SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 28 

(1) Setiap orang atau Sadan yang melanggar Pasal 24 ayal (1) dan ayat (2) 

huruf a sampai dcngan huruf j, dapat dikenakan sanksi administrasi 

berupa Pcncabutan Surat lzin Pemakaian Tempat Usaha. 

(2) Pencabutan Surat lzinPcmakaian Tempat Usaha sebagaimana dimaksud 

pada ayat (J) dilaksanakan sctclah diberi peringatan/ tegura n 3 (Liga) kali 

berturut-turut secara tcnulis kcpada PcmcgHng Surat lzin Pcmakaian 

Tcmpat Usaha. 

BAB IV 
KETENTUAN PIOANA 

Pasal 29 

Sctiap orang atau badan yang melanggar Pasal 24 huruf k dan huruf l, 
dikcnakan sanksi pidana dengan a ncaman pidana kurungan paling la ma 6 
(enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Jima puluh 
juta rupiah). 
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BABV 
KETENTUAN PERAL! I lAN 

Pasal 30 

Pada saat Peraturan Dacrah ini berlaku : 
a. Surat izin yang tclah ada sebelum berlakunya Pcraturan Dacrah ini tetap 

diberlakukan sampai jangka waktu berakhimya izin. 
b. Surat izin sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan pada saat 

perpanjangan diganti menjadi Surat Izin Pemakaian Tcmpat Usaha. 

BABVl 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 31 

Pada saat Pero.turan Daerah ini berlaku, Pcraturan Daerah Kabupatcn 
BoJonegoro Nomor l Tahun 2005 tentang Pcngurusan Pasar di Kabupatcn 
Bojonegoro, dicabut dan dinyata.kan tidak berlaku. 

Pasal 32 

Pcraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan 
Oaerah ini dengan penempatannya dalam Lcmbaran Oaerah Kabupatcn 
Bojoncgoro. 

Ditetapkan di Bojonegoro 
pada tanggal 18 Nopcmber 2013 

BUPATI BOJONEGORO, 

ttd. 

H. S UY OTO 
Diundangkan di Bojonegoro 
pada tanggal 26 Dcsember 2013 
SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

ttd. 

SOEHADI MOEWONO 

LEMBARA.N DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2013 NOMOR 7. 

Salinan sesuai dcngan aslinya -SEKRETARJS PAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

4b 
Dn. ~HADI MO~ ~ . MM 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19600131 198603 1 008 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 
NOMOR 9 TAHUN 2013 

TENTANG 
PENGELOLAAN PASAR DAERAH 

I. UMUM 

Pasar sebagai tcmpat tcrjadinya proses juaJ beli sangat berperan 
daJam mendorong lajunya roda perekonomian masyarakat, sehingga perlu 
dikclola secara terencana, terpadu, teratur dan tertib. Pengelolaan Pasar 
bertujuan untuk mev.rujudkan pelayanan bagi masyarakat berupa 
penycdiaan ro.silitas pasar yang dapat menunjang terselenggaranya proses 
jual beli yang nyaman dan aman, agar pengelolaan pasar dapat lebih 
berdayaguna dan berhasil guna dalam mewujudkan Pasar yang nyaman 
dan aman untuk proses jual beli maka diperlukan regulasi guna 
penga Lu ran nya. 

Peraturan Daerah ini meru.pakan landasan hukum bagi pengatl..ran, 
pembinaan, pengendalian dan pcngawasan terhadap kegiatan Pasar, agar 
ke depan pasar dapat meningkatkan laju pcrekonomia n masyarakat 
Kabupaten Bojonegoro. 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Cukup jelas. 
Pasal 3 

Cukup jelas. 
PasaJ 4 

Ayat ( 1) 
Cukup jclas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
AyaL(l) 

Cukup jelas. 
Ayal (2) 

Cukup jclas. 
Ayal (3) 

Cukup jclas. 
PasaJ 6 

Cukup jelas. 
PasaJ 7 

Cukup jelas. 
PasaJ8 

Cukup jelas. 
Pasal 9 

Ayat(l) 
Rc nbis PD. Pasar adalah dokumen perencanaan yang mcmbidangi 
pcngcmbangan pasar daerah unruk periode 1 (saru) 1.ahun. 



Ayal (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Ayac (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Pasal 11 

Ayat (1) 
Cukup jclas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

AyaL (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Ayal (1) 

Cukup jclos. 
Ayat (2) 

Cukup jclas. 
Ayat (3) 

Cukup jclas. 
Pasal 14 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayal (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jclas. 

Ayac (6) 
Cukup jclas. 

Pasal 15 
Ayac (J) 

Cukup jelas. 
Ayal (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
PasaJ 16 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayal (4) 
Cukup jclas. 
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Pasal 17 
Ayat (1) 

Cukup j elas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 
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Bangun Guna Scrah adalah pemanfaatan barang milik daerah 
berupa tanah olch pihak lain dcngan cara mcndirikan bangunan 
dan/atau sarana bcrikut fasilitasnya, kemudian didayaguna ka n 
oleh pihak lain tersebul daJam jangka waktu tertentu yang Lelah 
disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta 
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah 
bcrakhirnyajangka waklu. 
Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah 
berupa tanah olch pihak lain dcngan cara mcndirikan bangunan 
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setcla h selesai 
pembangunannya discrahkan untuk didayagunakan olch pihak 
lain tcrscbul da la m jangka wa ktu tertentu yang discpakati. 
Kerjasama Pemanfaata n ada lah pendayagunaan barang milik 
dacrah olch pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam ra ngka 
peningkatan penerimaan daerah. bukan pajak/pendapatan daerah 
dan s umbcr pembiayaan lainnya. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

PasaJ 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Ayat ( 1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup je las. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayal (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Pasal 20 

Ayat (l) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jclas. 

Ayat (3) 
Cuku p jelas. 

Pasal 2 1 
Cukup jelas. 

Pasal 22 
Ayat (I) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jclas. 
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Pasal23 
Ayat(l) 

Yang dimaksud pcnycsuaian sccara pcriodik adalah pcnycsuaian 
jenis dan besaran tarif layanan sebagaimana diarur daJam Pasal 22 
Peraturan Daerah ini, yanR disesuaikan dengan kebutuhan dan 
ditinjau ulang paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

PasaJ 24 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
PasaJ 25 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayal (2) 
Cukup jclas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasa126 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Pasal 27 

Cukup j elas. 
Pasal28 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal29 
Cukup jelas. 

PasaJ 30 
Cukup jelas. 

Pasal 3 1 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Cukup jclas. 

·············OUO ············· 


